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ABSTRAK 

Dalam pelaksanaan kegiatannya, prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang penting dan 

dijunjung dalam mendasari hubungan kontraktual yang terjadi antara bank dengan 

Nasabahnya. Munculnya permasalahan hukum berupa bocornya data nasabah yang hingga 

saat ini masih terus terjadi dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan para nasabah akan 

bank tersebut. Eksistensi suatu lembaga keuangan yaitu bank tergantung pada kepercayaan 

mutlak dari para nasabahnya yang salah satunya dinilai melalui kepatuhan bank tersebut akan 

pelaksanaan kewajiban rahasia banknya. Hilangnya eksistensi suatu bank dapat menyebabkan 

runtuhnya bank tersebut dan selanjutnya memberikan efek domino kepada negara itu berupa 

terganggunya jalan kegiatan sistem keuangan dan pembayaran. Penelitian ini dikaji dengan 

metode yuridis normatif berupa pengkajian bahan-bahan hukum primer dan sekunder juga 

dikaji dengan metode yuridis empiris berupa wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, 

diketahui bahwa ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kini 

diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinilai belum efektif 

menyelesaikan permasalahan kebocoran data nasabah terlebih dengan permasalahan hukum 

yang terus berkembang. Tindak pidana perbankan berupa kejahatan dalam kebocoran rahasia 

bank nasabah hingga kini terjadi melalui cara yang makin berkembang serta unik dengan 

peretasan sistem jaringan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa Indonesia urgensi regulasi 

yang mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan data pribadi serta diperlukannya 

sanksi yang dapat berlaku apabila terjadi suatu kebocoran rahasia bank nasabah yang 

dilakukan oleh peretas.  
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ABSTRACT 

In the implementation of its activities, secrecy principle is an important and upheld principle 

which underlying the contractual relationship that occurs between bank and its customer. 

The emergence of legal problems such as costumer data leaking which still happening today 

can lead to massive loss of trust from its bank customer. The existence of a financial 

institution, bank, depends on the absolute trust of its customer which is assessed through the 

bank’s compliance with the implementation of its bank secrecy obligations. The loss of the 

existence from a bank can cause the bank to collapse and in turn giving a domino effect to the 

country in the form of financial and payment system activities disturbance. This research uses 

a normative juridical research method that evaluates a primary and secondary legal 

materials, and also use an empirical juridical method such as interview. Based on the result 

of the research, it is known that the provisions of bank secrecy are on the law No. 7 of 1992 

which is now amended by Law No. 10 of 1998 that concern of a banking matters is 

considered to have not been effective in resolving the problem of leakage of its costumer 

data, especially with legal problem that continue to develop. Criminal act of banking such as 

crime of leaking its customer data secrecy, until now occured through a way that 

increasingly develope and more unique by hacking the company’s network system. It can be 

said that Indonesia need the urgency of a regulations that explicitly regulate the protection of 



personal data and also need a sanctions that can apply if there is an event of costumer data 

secrecy leaking that carried out by criminal mind hackers.  
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